Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan perbuatan tercela yang bertujuan
menguntungkan secara finansial diri sendiri, keluarga atau kelompoknya, yang
didalamnya melibatkan penyelenggara negara. Berbagai argumentasi dikemukakan
oleh Terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi agar hakim menetapkan putusan
bebas. Salah satu alasannya Terdakwa melaksanakan perintah jabatan seperti yang
tertuang dalam Pasal 51 KUHP. Pada putusan Nomor : 416 Pk/Pid.Sus/2019, Terpidana
mendapatkan putusan bebas oleh hakim dan salah satu pertimbangannya adalah
Terpidana melaksanakan perintah jabatan. Tidak adanya keseragaman ukuran
mengenai melaksanakan perintah jabatan ini menjadi salah satu penyebab gagalnya
proses penuntutan terhadap Terdakwa perkara korupsi. Untuk itu permasalahan yang
diangkat yaitu Pertama, bagaimana penafsiran dari Perintah Jabatan menurut ketentuan
pada Pasal 51 KUHP. Kedua, bagaimana penerapan Pasal 51 KUHP sebagai alasan
penghapusan pidana pada kasus korupsi Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 416
Pk/Pid.Sus/2019 tanggal 8 Januari 2020. Metode yang dipakai dalam penelitian ini
adalah metode kualitatif yaitu menggunakan data melalui studi kepustakaan seperti
peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal, serta melalui studi kasus dalam
putusan Nomor : 416 Pk/Pid.Sus/2019. Hasil penelitian menyimpulkan, Pertama, Pasal
51 ayat (1) KUHP merupakan dasar penghapus perbuatan melawan hukumnya suatu
perbuatan (alasan pembenar) karena melaksanakan perintah jabatan yang sah,
sedangkan Pasal 51 ayat (2) KUHP merupakan dasar penghapus pertanggungjawaban
pidana kepada pelaku (alasan pemaaf) dengan itikad baik mengira bahwa perintah itu
didasarkan pada perintah yang sah dalam wewenangnya. Kedua, penerapan Pasal 51
KUHP khususnya ayat (2) dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 416
Pk/Pid.Sus/2019 tanggal 8 Januari 2020 karena Terpidana dalam melakukan
perbuatannya didasarkan pada perintah berada dalam dimensi kewenangan hukum
publik dengan itikad baik melaksanakan perintah atasannya sehingga pada diri
Terpidana terdapat alasan pemaaf, yang berarti sifat melawan hukumnya ada tetapi
Terpidana tidak dapat dijatuhi pidana karena terdapat hal-hal yang menjadi alasan
penghapus kesalahan
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Abstract

The criminal act of corruption is a disgraceful act that aims to financially benefit
oneself, family or group, which involves state officials. Various arguments were put
forward by the Defendant in the case of a criminal act of corruption in order for the
judge to make an acquittal. One of the reasons is that the Defendant carried out the
position order as stated in Article 51 of the Criminal Code. In the decision Number:
416 Pk/Pid.Sus/2019, the convict received an acquittal by the judge and one of the
considerations was that the convict carried out the position order. The lack of
uniformity in the size of carrying out this office order is one of the causes of the failure
of the prosecution process against the defendant in the corruption case. For this reason,
the issues raised are: First, how is the interpretation of the Position Order according
to the provisions of Article 51 of the Criminal Code. Second, how is the application of
Article 51 of the Criminal Code as the reason for the abolition of the crime in the
corruption case. Judicial Review Decision Number: 416 Pk/Pid.Sus/2019 dated
January 8, 2020. The method used in this study is a qualitative method, namely using
data through library studies such as legislation. -invitations, books, and journals, as
well as through case studies in the decision Number: 416 Pk/Pid.Sus/2019. The results
of the study conclude, First, Article 51 paragraph (1) of the Criminal Code is the basis
for eliminating an act against the law of an act (justification) for carrying out a legal
position order. While Article 51 paragraph (2) of the Criminal Code is the basis for
eliminating criminal liability to the perpetrator (forgiving reasons), namely in good
faith thinking that the order is based on a valid order within its authority. The
application of Article 51 of the Criminal Code, especially paragraph (2) in the Judicial
Review Decision Number 416 Pk/Pid.Sus/2019 dated January 8, 2020 because the
convict in carrying out his actions was based on orders that were within the dimension
of public legal authority in good faith carrying out orders from his superiors so that
the convict himself there is a forgiving reason, which means that it is against the law,
but the convict cannot be sentenced to a sentence because there are things that are the
reason for eliminating the guilt.
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